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ABSTRACT

THE EFFECT OF COLLABORATION OF FISCAL AND MONETARY
DECENTRALIZATION POLICIES ON REAL GRDP PER CAPITA IN TEN
PROVINCES IN INDONESIA

By:
Syahrimi

The implementation of regional government by providing fiscal decentralization authority in
regulating and managing regional original income provides an illustration that regional fiscal
independence has answered doubts about achieving an increase in community welfare when
the regional government structure was handed over. Using the Ordinary Least Square method,
panel data for the period 2010 - 2024 provides an illustration that community welfare can be
measured by the indicator of increasing real GRDP per capita which has a significant positive
relationship with increasing local original income with a coefficient of 0.258, transfer funds
to regions as well as village funds with a coefficient of 0.046, human development index with
a coefficient of 0.070 and regional investment with a coefficient of 0.006. However,
challenges to increasing real GRDP growth per capita come from variable interest rates which
has a significant negative relationship of 0.202 and unequal income which has a significant
negative relationship of 0.011 inequality in population distribution which have a negative
impact on growth. The results of the intercept model, assuming constant independent
variables without performance, show that the real GRDP per capita value is the largest in East
Kalimantan Province amounting to 4.566 rupiahs and the lowest in West Java Province
amounting to 2.985 rupiahs. It is important for regional governments to adopt policies
regarding fiscal incentives that encourage regional income and investment growth, including
investment to improve human resources. Regional governments also need to collaborate with
central banking authorities by controlling interest rates from the monetary side to maintain
balanced growth.

Keywords: Real GRDP per capita, Original Regional Income, Transfer Funds to Regions as
well as Village Funds, Regional Investment, Interest Rates
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ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan
desentralisasi fiskal dalam mengatur dan mengelola pendapatan asli daerah
memberikan gambaran bahwa kemandirian fiskal daerah telah menj awab keraguan
terhadap tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika dilakukan
penyerahan struktur pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode Ordinary
Least Square data panel periode 2010 — 2024 memberikan gambaran bahwa
kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan indikator peningkatan PDRB riil per
kapita mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah dengan koefisien sebesar 0,258, dana transfer ke daerah
serta dana desa dengan koefisien sebesar 0,046, indeks pembangunan manusia
dengan koefisien sebesar 0,070 dan investasi daerah dengan koefisien sebesar
0,006. Namun, tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB riil per kapita
berasal dari variabel suku bunga yang mempunyai hubungan negatif signifikan
sebesar 0,202 dan ketimpangan pendapatan yang mempunyai hubungan negatif
signifikan sebesar 0,011 yang tidak merata dalam distribusi penduduk yang
berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Hasil intersep model, dengan asumsi
variabel independent konstan menunjukan nilai PDRB riil per kapita terbesar pada
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,566 rupiah serta terendah pada Provinsi Jawa
Barat sebesar 2,985 rupiah. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil
kebijakan mengenai insentif fiskal yang mendorong pertumbuhan pendapatan dan
investasi daerah, termasuk investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan otoritas bank sentral melalui
pengendalian suku bunga dari sisi moneter untuk tetap menjaga keseimbangan
pertumbuhan.

Kata Kunci: PDRB riil per kapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke

Daerah serta Dana Desa, Investasi Daerah, Tingkat Suku Bunga
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan penduduk dapat dicapai melalui keseimbangan di pasar
barang dan di pasar uang dengan sentuhan kebijakan pemerintah yang kolaborasi
antara desentralisasi fiskal dengan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan
secara bersama-sama menciptakan kesimbangan. Kolaborasi yang berarti
mempunyai satu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Yyaitu meningkatan

pelayanan publik untuk kesejahteraan penduduk.

Tingkatan kesejahteraan setiap lapisan penduduk dapat diukur dengan
menggunakan salah satu indikator makro ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto
riil per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto riil per kapita di tingkat
pemerintahan daerah. Perkembangan PDB riil per kapita Indonesia menurut harga
berlaku berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) mencatat sebesar
IDR 78,6 juta atau setara dengan USD 4.960,3 terjadi peningkatan apabila
dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar IDR 74,9 atau naik sebesar 4,88 persen,
hal ini dapat mengingindikasikan bahwa kesejahteraan meningkat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi. Sementara pendapatan Gross National Income (GNI) per
kapita merupakan variabel makroekonomi sebagai standar untuk menghitung
tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan materi marginal di tingkat nasional,
yang digunakan sebagai alternatif untuk mentransformasi PDB per kapita menjadi

kesejahteraan materi (Saha, 2023).



Perkembangan perekonomian jika dilihat dari PDRB pada level daerah
menunjukan bahwa tingkat kekuatan daerah dalam mendorong nilai manfaat
produk dalam periode waktu yang telah ditentukan. PDRB merupakan nilai
tambah kotor barang serta jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik daerah
yang timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode
tertentu tanpa mempertimbangkan faktor dari hasil produksi dapat dipengaruhi
oleh nilai residen atau non-residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi komponen
penyediaan lapangan usaha, PDRB adalah akumulasi dari seluruh komponen
pembentuk nilai manfaat total dari kemampuan yang dihasilkan oleh setiap
komponen penyediaan lapangan usaha dari bermacam aktivitas hasil produksi.
Studi ini memanfaatkan pengunaan data PDRB pada 10 provinsi di Indonesia

dengan wilayah pada Gambar 1.1
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Gambar 1.1 Provinsi Yang Menjadi Objek Penelitian
Sumber: Peta Indonesia, proses data (2024)
Perkembangan PDB riil per kapita Indonesia tidak terlepas dari kondisi dan
perkembangan PDRB riil per kapita pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini

kita mengamati perbedaan tingkat perkembangan PDRB riil per kapita di



pemerintahan daerah dari sektor perikanan, kehutanan dan pertanian yang diwakili
oleh Sumatera Utara sebesar 20,53% - 23,59%, Jambi 27,89% - 31,83%, Sulawesi
Selatan 21,35% - 22,54% dan kemudian Sulawesi Utara 20,83% - 21,51%, dari
sektor pertambangan dan penggalian yang diwakili oleh Kalimantan Timur
41,27% - 53,18% dan Kalimantan Selatan 19,06% - 32,05%, dari sektor industri
pengolahan yang diwakili oleh Jawa Timur 30,32% - 30,71% dan Jawa Barat
41,12% - 42,24%, dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang
diwakili oleh Bali sebesar 16,60% - 23,25%, dan dari sektor reparasi mobil dan
sepeda motor serta grosir dan eceran. kontribusi perdagangan diwakili olenh DKI
Jakarta sebesar 16,63% - 17,67%. Perkembangan PDRB riil per Kkapita
menunjukan trend peningkatan, namun secara rata-rata pertahun hanya dua
provinsi dengan nilai PDRB riil per kapita diatas PDB riil per kapita nasional

yaitu DK Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur ditunjukan pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.2 Perkembangan PDRB riil per kapita, 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, proses data, (2024)



Pemerintahan daerah telah memainkan peran dan tanggungjawab untuk
upaya peningkatan pada PDRB riil per kapita dengan potensi dan karakteristik
kewilayahan yang dimiliki. Tingkat pertumbuhan yang tidak stabil antara
Amerika Serikat dengn tingkat pertumbuhan ekonomi Georgia memberikan
gambaran korelasi negatif antara pengangguran skill terhadap kesenjangan PDB,
sementara tingkat pengangguran skill dan kesenjangan PDB di Georgia

berbanding terbalik dan berkorelasi (Giorkhelidze, 2024)

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan
kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal
daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan
kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan
kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa
desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus
mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang
(Muringani et al., 2022.). Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal
pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan
daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah provinsi yang terstruktur pada

Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kebijakan regulasi peraturan yang ada, termasuk kedalam
kelompok PAD vyaitu penerimaan dari hasil pajak daerah provinsi, penerimaan
dari hasil sektor retribusi daerah provinsi, penerimaan dari hasil pengelolaan harta
kekayaan daerah provinsi yang dispisahkan serta lainnya pendapatan asli daerah

provinsi yang sah. Selanjutnya, pemerintah hendaknya berupaya untuk



mengefektifkan sistem perpajakan agar perusahaan mudah memahaminya dan
mematuhi aturan hukum yang berlaku (Javeed Igbal et al., 2024). Karakteristik
dalam reformasi desentralisasi fiskal daerah serta transformasi struktural secara
radikal dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin yang berdampak positif

terhadap perekonomian kewilayahan (Korotun et al., 2020).

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu
penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan
peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci
dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan
kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara
yang lebih representatif dan akuntabel, karena ekstraksi pendapatan menciptakan
kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah
cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar
perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan (Brautigam, 2008;

Moore, 2008: Prichard, 2015).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri
ditunjukan dengan membandingkan realisasi rasio pajak daerah provinsi dengan
total penerimaan yang sah dari perekonomian daerah provinsi, nilai rasio pajak
daerah provinsi yang diukur dengan local tax ratio yaitu rasio antara realisasi
penerimaan pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari aktivitas
ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah
provinsi, nilai rasio penerimaan pajak daerah provinsi merupakan angka rasio

antara pajak daerah provinsi yang diterima sesuai amanat kewenangan dengan



PDRB, angka rasio penerimaan pajak daerah provinsi dipengaruhi oleh pangsa
PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi ekspansi atau
relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga

(Afuberoh & Emmanuel, 2014; Nwanakwere, 2019).

Walaupun otonomi dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi potensi
penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah
pusat juga mengatur dan memberikan mandatori alokasi nilai transfer dana ke
daerah. Mandatori nilai transfer dana ke daerah bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk
mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil per kapita juga
meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain dana alokasi khusus, dana
alokasi umum, dana insentif fiskal daerah serta bagi hasil pajak. Transfer dana
pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan
melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah
dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal

(Dharmadasa, 2023).

Dengan kebutuhan pembiayaan dalam pembangunan yang terus meningkat
untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB riil per kapita, pemerintahan daerah juga
perlu mencari alternatif pendanaan lainnya selain dari dana transfer ke daerah.
Untuk itu pemerintahan daerah dapat melakukan pola kemitraan dengan membuka
peluang investasi daerah untuk tumbuh dan memberikan Kkontribusi pada
peningkatan PDRB riil per kapita. Investasi daerah dapat memberikan keuntungan

bagi pemerintahan daerah untuk mengatasi kesenjangan dan memberikan



percepatan pelayanan publik disaat kondisi PAD yang sangat terbatas. Oleh
karena itu, pemerintah harus menempuh kebijakan dan insentif baru untuk
menarik investor atau jenis penanaman modal asing lainnya yang dapat
menguntungkan serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif untuk

mengentaskan kemiskinan (Keita & Yu, 2021).

Seiring dengan usaha konkret yang dikerjakan oleh pemerintahan daerah
provinsi untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan PDRB riil per kapita yang
berdampak pada kesejahteraan, faktor indeks pembangunan manusia perlu untuk
ditingkatkan. Faktor latar belakang pendidikan dan skill manusia dalam
pembangunan juga menentukan Klasifikasi pendapatan di setiap faktor produksi.
Pendidikan memang memberikan keuntungan yang tinggi bagi negara dengan
berpendapatan rendah dan menengah untuk menuju ke negara berpendapatan
tinggi untuk mencapai tingkat pertumbuhan tinggi (Bah, 2023). Pemerintahan
daerah harus mencari strategi untuk meningkatkan investasi daerah di bidang
pendidikan, karena kemampuan kompetensi yang tinggi menjadi daya saing dalam
pembangunan manusia. Seperti kebijakan desentralisasi fiskal pada pendidikan
prasekolah di Tiongkok untuk mengidentifikasi pertumbuhan PDB per kapita

dalam jangka panjang (Tu et al., 2018).

Pertumbuhan PDRB riil per kapita yang besar harus diikuti juga dengan
pemerataan pendapatan dalam populasi wilayah pemerintahan daerah. Terkadang
perkembangan perekonomian tinggi tidak dapat merespon untuk menjaga
keseimbangan dalam pemerataan pendapatan. Dalam struktur lapisan sosial

masyarakat, ketimpangan pendapatan masyarakat masih ada pada tingkatan



pemerintahan daerah. Pemerintahan dapat mengambil langkah strategi
pertumbuhan yang didorong oleh pendapatan yang ditujukan untuk meningkatkan
upah dan pendapatan rumah tangga untuk merangsang perekonomian
pertumbuhan (Lee, 2024). Ketimpangan yang memberikan pengaruh antara
hubungan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, ukuran yang
dipergunakan untuk menghitung nilai ketimpangan pendapatan mempunyai nilai
negatif serta dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara Uni

Eropa (Saucedo-Acosta, 2024).

Peningkatan PDRB riil per kapita diikuti dengan meningkatnya kebutuhan
pembangunan daerah yang di dukung oleh peningkatan PAD, peningkatan dana
transfer ke daerah serta aktivitas investasi daerah akan meningkatkan permintaan
akan nilai kebutuhan barang dan jasa. Peningkatan kebutuhan barang ini akan
memicu tingkat inflasi daerah, untuk itu pemerintahan daerah perlu berkolaborasi
dengan otoritas bank sentral dari sisi kebijakan moneter untuk mengendalikan
inflasi. Salah satu kebijakan moneter yang diambil untuk mengendalikan tingkat
suku bunga pinjaman bank. Reformasi dalam kebijakan moneter dan dinamika
pasar uang untuk meningkatkan daya saing dan pengendalian suku bunga dan
cabang bank komersial untuk tingkat pembentukan modal, investasi, dan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Bista & Basnet, 2022). Laju
pertumbuhan PDB per kapita dipengaruhi signifikan oleh variabel antara lain:
tingkat suku bunga dari sisi kebijakan moneter dan defisit atau surplus belanja

pemerintah dari sisi bidang kebijakan fiskal (Stawska & Miszczynska, 2022).



Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan pemerintahan daerah
dalam melihat: Bagaimana pengaruh PAD, nilai dana transfer daerah dan dana
desa, investasi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat suku bunga serta
ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan PDRB riil per kapita pada
sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia? Secara khusus, penelitian ini
memberikan hipotesis bahwa tingkat suku bunga dan ketimpangan pendapatan
akan menurunkan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara
Indonesia secara signifikan. Metodologi pendekatan dengan menggunakan metode
Ordinary Least Square regresi panel data, fokus studi ini mengkaji dampak

pengaruh seluruh variabel diatas terhadap PDRB rill per kapita.

Penelitian sejenis yang membahas variabel-variabel berpengaruh pada
pertumbuhan PDRB riil per kapita suatu wilayah, namun dalam penelitian ini
mempunyai keterbaruan dengan menggunakan analisis komparatif yang
mendalam mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah dari sisi pendapatan
asli daerah provinsi untuk melihat kebijakan yang berbeda pada tingkatan
pemerintahan daerah provinsi berdasarkan atas potensi, karakteristik serta

permasalahan kewilayahan yang dimiliki.

1.2 Perumusan Masalah
Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh variabel PAD, nilai dana transfer ke daerah dan
dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat suku

bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan PDRB riil



per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia secara

parsial dan secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh hubungan variabel PAD, nilai dana
transfer ke daerah dan dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan
manusia, tingkat suku bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap
pertumbuhan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di

negara Indonesia secara parsial dan secara bersama-sama.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari studi ini sebagai berikut:

1. Studi ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan yang lebih
detail tentang pengaruh hubungan antara variabel PAD, nilai dana
transfer ke daerah dan dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan
manusia, tingkat suku bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap
perkembangan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di
negara Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya

teori-teori ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Penelitian ini akan menyediakan landasan konseptual untuk
pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pembangunan daerah

menuju ekonomi berkelanjutan di sepuluh daerah provinsi di Indonesia.
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Temuan dari studi ini dapat memberikan panduan untuk para pembuat
kebijakan di daerah untuk merumuskan arah dan strategi pembangunan

perekonomian daerah secara berkesinambungan.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah
daerah dan stakeholder di sepuluh daerah provinsi di Indonesia tentang
pentingnya memperhatikan faktor yang menjadi pengaruh dalam
mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dapat membantu
pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan
program Kkegiatan sub kegiatan serta pendanaan yang mendukung

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam mengidentifikasi peluang dan
tantangan nyata untuk pengembangan sektor-sektor pertumbuhan
ekonomi berdasarkan variabel yang diteliti pada sepuluh daerah provinsi
di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu para pengusaha dan investor
dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang berkelanjutan dan

berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi berkelanjutan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kerja sama antardaerah di
pada sepuluh daerah provinsi di Indonesia dalam upaya untuk
mempromosikan sektor unggulan sebagai penopang ekonomi

berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kerja sama
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antardaerah dalam mengatasi tantangan bersama terkait pembangunan

ekonomi berkelanjutan, seperti literasi teknologi.
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